
 

 
  

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

TERHADAP TINDAK PIDANA KEPABEANAN 

(Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 90/Pid.Sus/2019/PN.Tpg.) 

 

SKRIPSI 

 

Oleh: 

Muizzatul Aimmah 

C93215109 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Fakultas Syariah dan Hukum 

Jurusan Hukum Publik Islam 

Prodi Hukum Pidana Islam 

SURABAYA 

2022 



 
 

 

iii 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

v 
 

  



 
 

 

vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

 
 

 

viii 
 

ABSTRAK 

 

 Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum 

Positif Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan (Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Tpg) menjawab dua rumusan masalah, yaitu 

tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah 

Agung Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Tpg terhadap tindak pidana kepabeanan 

dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap 

tindak pidana kepabeanan dalam putusan Mahkamah Agung  

No.90/Pid.Sus/2019/PN.Tpg. 

 Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text 

reading) yang diperoleh dari bahan-bahan bedah putusan, kepustakaan, 

dengan cara dokumentasi. Kemudian data diolah dan dianalisa dengan 

menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk 

diambil kesimpulan. 

 Hasil penelitian ini menjawab dua rumusan masalah yang telah 

disebutkan sebelumnya. Yang pertama, putusan hakim terhadap putusan 

Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN.Tpg, setelah hakim memeriksa semua bukti-

bukti yang diajukan oleh penuntut umum serta mempertimbangkan fakta-

fakta hukum dan hal yang meringankan serta memberatkan majelis hakim 

dalam memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana kepabeanan 

menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) 

tahun pidana dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah) 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti 

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Kedua, analisis Hukum 

Pidana Islam terhadap tindak pidana kepabeanan adalah takzir berupa 

hukuman penjara dan hukuman diyat (denda). Sedangkan keputusan hakim 

dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan 

berdasarkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hakim 

menjatuhkan terdakwa di bawah minimal yang ada Pasal 102 huruf f 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang mana ancaman 

hukumannya sudah ditentukan batas minimal dan maksimalnya, yaitu 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00.- (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00.- (lima miliar rupiah). 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran 

kepada para penegak hukum terutama hakim, diwajibkan agar 

mempertimbangkan dan lebih cermat dalam menangani suatu perkara.  
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